
Undang . 

Mcngingat 

: a. bahwa dalam ran!!ka meningkatkan kelancaran pelaksanaan 
~rungutan Retnbusi Surat Izin Usaha Jasa Konsn uksi di 
Wt ayah Ko~ ~agelang, dipandang perlu ada pengaturan 
tentang Retribus1 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu 
menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota 
Magelang tentang Retribusi Surat Jzin Usaba Jasa 
Konstruksi ; 

: 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pem­ 
bentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidaoa ( Lembaran Negara Tabun 1981 Nomor 76 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­ 
undang, Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerab dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

4. Undang-undang Nomor 18 Tabun 1999 tentang Jase 
Konstruksi ( Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 54, 
Tambaban Lembaran Negara Nomor 3833 ) ; 

Menimbang 
ra 

RETRIBUSI SlJRA. T IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

W ALIKOTA MAGELANG, 

PEMERINT 
AH kOTA MAGELANG 

PERATURAND 
AERAff l<OTA MAGELANG 

NOMOR 9 TAHUN 2002 

TENTANG 

Scanned by TapScanner



BAB I . 

· PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 
. TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USA.HA JASA 

KONSTRUKSI 

Menetapk•n 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG 
MEMUTUSKAN 

S. Un~g-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentan8 
~emer1ntahnn Onoroh ( J -cmbaran Negara Tahun I 999 

omo- 60. Tnmbahan Lcmbaran Ne ara Nomor 3839); 
6· 

~ndan -undan~ Nomor 25 T ahun 1999 tentang Perimbangan 
euangan antara Pemorintah Pusat dan Dae,ah ( Lembaran 

Negara Tahu-, 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848) ~ ' 

7· Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran 
MasyaraJcat dalan1 Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3955 ) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentaog 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 64 , Tambehan Lembaran Negara Nomor 
3956); 

9 · Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 6S , Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3<>57 ) ; 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ; 

11. Keputusao Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi 
Daerah ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi 
Daerah ; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Sistem clan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Iain-lain. 

2 
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S I . n. urat ZJD ••••• 

BAB I 
KETEN'fuAN UMUM 

Paaat 1 

peraturan Daerah ini yang dim"''-- d -181fl Q!Uju dengan . 
lJP' ---~ adalah Kota MageJang. · oaenw ' 
&· pemerintah Daerah adalah Pemerintah K ta M 
b· . 0 agelang ; 

wallkota adalah W alikota Magelang ~ 
(i. e'abat yang ditunjuk adalal, Pejabat . . . 
d. P ~ diberi wewenang untuk me 1 . ~ang ditun.Juk oleh W alikota Magelang 

daJl nye esaikan masalah Retribusi Daerah ; 
O dan adalah selcumpulan orang den/ . 

e. v& melakukan useha mau u . ~odal yang merupakan kesatuan ~ 
yang b P n Yang tidak melakukan usaha yang meliputI 
nerseroan ter atas, perseroan komanditer pe 1 . badan sah ·11·1c 
y- d ah d , rseroan a1nnya, uu u a mLi.A.JJ __ uo,,._ 

negara ~ta~ aer . engan nama dan dalam bentuk apapun, firms, kongsi, 
koper?51, . . pensi~~, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masse, 
orga.n1sas1 sosial politik, ~tau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaba 
tetaP, dan bentuk badan lainnya, 

£ peru~aan jasa kon~truksi ~lab. orang/badan usaha yang bergerak dibidang 
usaha jasa konstr u~st dan mel1~t4tl kegiatan usaha jasa konsultasi, konstruksi 
(konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelak.sanaan konstruksi (kontraktor); 

g. Jasa kon_struksi a~ah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 
konstruks1, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konsn uksi clan layanan jasa 
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi; 

h. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atat1 sebagian rangkaian kegiatan 
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup 
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing­ 
masing beserta kelengkapannya, untulc mewujudkan suatu bangunan atau 
bentuk fisik lain; 

i. Klasifikasi adalah penggolongan baden usaha/perusahaao berdasarkan bidang 
dan sub bidang keahliannya; 

j. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarlcan 
kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi; 

k. Tenaga teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah­ 
rendahnya Sekolah Teknik Menengab/Sekolah Menengah Kejuruan bidang 
Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT); 

I. Tenaga Tugas Penuh adalah tenaga teknik dan no~ teknik yang bekcrja pada 
perusahaan clan tidak merangkap pada perusahaan lain; 

m, Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpioan perusahaao untuk 
kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cebang; 
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aa. Utang Retribusi . 

Retribusi Perizinan Terte tu 
t. Pemerintah Daerah dalam O adalah Rctribusi atas kegiatan te~tu 

badan hukum, yang dimalcs:;e llCmberian .izin kepada orang pribadi aru 
dan pengawasan atas ke . untuk pemb1n~ pengaturan, pengendal an 
alam, barang, praAArnn!1atan pemanfaatan .~ang, penggunaan sum~ day~ 

· --~ S8.rana atau fas1l1tas tertentu guna melindungi kcpentmgan umum dan meniaga kelestan' 1· k 
:.1 an tog ungan ; 

Waiib Retribusi adalah oran 'bad· 
s. :.1 _ • g . Pn. .1 atau badan yang menurut peraturan 

pef';ln~g undangan retnbus1 d1waJibkan untuk melakukan pembayaren 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ; 

t Surat Pembe~tahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD ada)ah 
surat yang d1gunakan oleh W ajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan 
clan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi ; 

u. P~rhitungan Re~busi Da~rah adalah perincian besarnya retribusi yang harus 
dibayar oleh WaJt~ ~etribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangao 
pem~ya~ retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi ; 

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD ada]ah swat 
keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang ~ 

w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau 
jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ; 

x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disinglcat 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihao 
Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripeda 
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 

y. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke 
tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ; 

z. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD sdalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk rnelakukan pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran 
lain yang ditetapkan oleh Walikota ; 

surat ~n Usaha Jaso I<onstruk . . . 0· 
yan~ dipe.rl~kan bagi i>crusah~ Y~ng solartjutnya disebut SIUJK adalah am 
kcs-atan di b1dang usaha jasa k n Ja~ konstruksi untuk dapat melakukan onstruksr 
surat Pennohonan Izin Yan . ' 0· 
untuk mor1dapatkan SIUJK. g sclat)Jutnya disebut SPI adalah surat pe1mobonan 
pemohon SIUJK adalah bada . 

P· pengadilan negeri setempat ya~ usaba Y~g telah mendapatkan pengesahan dan 
ib · D rah g mengRJulcan pe1 mohonan SIUJK~ Retn usi ae , Yang selan. . 

q. sebagai pembayaran atas · JUtnya dtsebut retribusi, adalah pungutan daerah 
disediakan clan atau diberil:, ~tau pemberian izin tertentu yang ~usus 
0rang pribadi atau hadan . 0 eh Pemerintah Daerah untulc kepentingaa , 

,... 
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(1) Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut 
Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan 
pelayanan izin usaha jasa konstruksi. 

(2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh 
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. 

(3) Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin usaba jasa konsbuksi 
kepada orang pribadi atau badan hukum. 

BAB Ill 
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI 

Pesal 3 

Pasel 2 

(1) M~111berikan dasar hu~m bagi pelaksanaao pemungutan Retribusi Surat 
Izin Usaha Jasa Konstr uksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Memberikan dasar hukum untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi agar iklim 
usaha berjalan dengan baik, tertib dan amen, memberikan kenyamaoan 
berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat, 

(3) Memberikan dasar hukum untuk Retribusi Surat Jzin Usaha Jasa Konsbuksi 
agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

(4) Memberikan dasar hukum bagi pengawasao retribusi Surat Izin Usaha Jass 
Konstr uksi agar pelaksaoaaooya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. 

BAB 11 

MAKSUD DAN TUJUAN 

t]tan8 Retribusi Daerah adaJah . . · 
&8· an8 tercantum pada STRo ~~ ut.ang retribusi atas narna wajib retnbusi 

kndatuwa.rsa dan retribu~i lainn . RDKB. atau SKRDKBT yang belum 
. . ya Yang ma.~1h terutang ; 

surat Tagihan Retribusi DaoraJ 
bb· takukan tagihan retrib · da Yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk 

me denda. usi n atau sanksi administrasi berupa bunga dan ataU , 

Mas& Retri busi adalah suatu · ka be; ~ 
CC· bag' · ib · Jang waktu tertentu yang meropakan ~ waktu 1 ~aJt retrtbusi untuk memanfaatkan. d . inan tertentu 

dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ; jasa an penz 

BAB IV .... 

.. -- . 
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BAB VD . 

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retri~usi izln usaha jasa konst:t~bi 
djdasarkan pada tujuan untuk men~tup sebag1an_ atau sama dengan biaya 
penyclenggaraao pemberian izin usaha Jasa konstruksi, 

P•nl 6 

BAB VI 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN . 
BESARNY AT ARIF RETRIBUSI 

c. Pcrusahaan Beser 
Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan 
adslab lebih besar atau sama dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyard 
rupiah). 

b. Perusabaao Menengah 
Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusabaao 
adsJsb Rp.1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) sampai dengan < 
Rp. 10.000.000.000,- ( lebih kecil sepuluh milyard rupiah). 

Tingk.at penggunaan izin usaba jasa konstrulcsi didasarkan atas golongan usaba: 
a. perusahaan Kecil 

Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusab,aen 
adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saatapai dengan < 
Rp.1.000.000.000,- (lebih kecil satu milyard rupiah). 

BAB V 
CARA MENGlJKUR TINGKAT PENGGUNAAN 

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 
Pasal 5 

Retribusi ( I) Retribusi lzin Usaha Jasa Konstrut-,· 
Perizinan Tertentu . ...:, tormasuk golongan 

(2) Retribusi yang terutang dipungut di Wil 1 t ayah Kota Magelang. 

RE TR.In 
BAB IV 

I D 1 WIL Y AH PEMUNGtrf 
Pasat 4 

6 
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(1) Penetapaa Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD. 
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana 

mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan. 
(4) Bentuk, isi SKRD sebegaimana dimaksud pada ayat (2) Pase) ini ditctapkao 

oleh Walikota. 

Pae•l 10 

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD. 
(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pesa) ini harus diisi dengan 

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangaoi oleh wajib retribusi atau 
kuasanya. 

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetaplcao 
oleh Walikota. 

Pae•I 9 

(1) Mass retribusi adalah suatujangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun. 
(2) Rctribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Tzin Usaha Jasa Konstruksi, 

BABVIll 

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG 
DANSURATPEMBERITAHUANTERUTANG 

Pasal 8 

• I 7 
tr0kfUr dan besarn tarif retrih . 

t 1) tJnn1k Perusehasn kecil ~e~ us~ SIUJK adalah : 
: Untuk Perusahaan menen ah r t_~0.000,- (lima ratu ribu rupiah); 

· ribu rupiah); se~ Rp. l .500.000,-{sa1u juta lims ratl•s 
c Untuk Perusahaan besar sebe . 

· rupiah). sar Rp. 2.S00.000,-(dua juta lirna nm1s ribu 

l)ntuk Permohonan SIUJK bag' SIUJK 
(Z) bag1 fUJK yang telah di b 1 

. yang telah habis masa berlakunya dan 
seratus ) ~bag . tea ut, dikenakan retribusi sebesar I 00 % ( serstWJ 

per a•mana tersebut pada ayat ( 1) Pasal ini. 

1) 

7 
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BABX .... 

(1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tcmpat 
Jain yang ditunjuk harus diberikan tanda bulcti pembayaran. 

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pcmbayaran Retribusi 

ditetapkan oleh W alikota. 

Pa••J 14 

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakuk.an secara tunai I tunas. 
(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 

ditetapkan oleh W alikota. 

Pasal 13 

(1) Pem~yaran R~tribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
::i%':ikd=~~~~'.tentukan dengaa menggunakan SKRD, SKRD 

(2) Dala.n:1 hal pem~ay~ dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka basil 
penenn1aao Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 
24 jam atau dalam waktu yang ditenn1kan oleh W alikota. 

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentlikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan 
menerbitkau STRD. 

BAB IX 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasel 12 

Pa I 11 
bi1o bordasarknn hasil pemorik . 

Ar8 ulfl t,olun, r run kap sohin Q IUln dttcmukan data baru dan atau data ran~ 
;::. tof'UIBl\8, meka dikeluarkan p,:~=:i:.n penambahan jumlah re1nbu91 
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(3) Wajib .... 

(I) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan 
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung 
dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangundaogan 
Retribusi Daerah. 

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan a1au 
penghapusao sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi 
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib 
Retribusi atau bukan karena kesalahannya. 

BABXIl 
TATA CARA PEMBETULAN,PEMBATALAN, 

PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU 
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 18 

( 1) W alikota dapat memberikan pengurangao, keringanan clan pembebasan 
Retribusi. 

(2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini ditetapkan oleh 
Walikota. 

BAB XI 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEI\tlBEBASAN RETRIBUSI 
Pasal 17 

Pasal 16 
sentuk-bentuk for1r1ulir yang di 1r . • 
ini ditetapkan oleh Walikota. pergunaJn untuk pelaksaoaao peoagihan Reh ibusi 

BAB X 
TATA CAQA PENAGIHAN 

Pa,a) rs 
(l) Pengeltiaran surat teguran1 . 

tindakan pelaksanaan penagihpennga~surat lain yang sejenis sebagai awal 
· iak · h an Retnb · dilc ·uh) ban seJ jatu ten1po pemb usr el\1arkan segera setelah 7 (tuj · gka ayaran 

(Z) Dalam Jan wakn, 7 (tujuh) 1 .· 
surat lain yang sejenis w .. b ian ~tel~ tanggal surat teguran/peringatan/ 
terutang. ' &Jt retnbus1 harus melunasi retribusinya yang 

(3) Surat Teguran sebagaimana di ab 
Pcjabat yang ditunjuk. Int ud pada ayat ( 1) Pasal ini dikeluarkan oleh 

9 
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BAB XIV . 

(1) W~ib Retribusi. dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atm1 
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokuman lain yang dipersamakan. 

(2) Pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus 
disampaikan secara tertulis, paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD 
diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Retribusi dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
diluar kekuasaannya, 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak 
menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan 
Retribusi. 

( 4) W alikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka walctu 6 ( enarn) bulan 
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasa] ini telah 
lewat dan Walikota tidak membcri suatu keputusan, permohonan keberatan 
dianggap dikabulkan. 

BAB XIIl 

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN 

(
12) Wajib Retribusl dapat men . ka 
;; R . . 88.Ju n perm h L- ... •an J(etetapan etnbus1 yn118 tidok benor o onan pengurangan atau peinoauu 

(4) Pennohonan pembetulan seba . . . . 
pengurangan ketetanAn . gairnana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal lll1.~ 

. ,__...., penghapu · ad · · strasi sebagrumana dimak:sud da san atau pengurangan sanksi m10~ 
dimaksud pada ayat (3 )~~Y~t. (2~ Passi . ini dan pembataJan_ sebagrums~a 
Retribusi kepada Walikota 101 ~1sampa1kan secara tertulis oleh w~Jtb 
puluh) hari sejak tan al ~tau_ Pe1ahat yang ditunjuk paling lama 30 ~nga 
aJasan yang jelas dan ~ ~itenma SKRD clan STRD dengan membe11kan 

eyaJtinkan untuk mendukung pe, mohonannve- 
(S) Keputusan atas perrnoh . asal 

ini dikeluarkan oleh Wali onan sebaga_1mana dimaksud pada ayat (2) P. 
bulan sejak surat pe h kota a~u.PeJahat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) 

rmo onan d1tenma. 
(6) Apabila setelah lewat 3 (ti ) b (5) Pasal ini w alik ga . ulan sebagaimana dimaksud pada ayat. 

K tu ota atau Pe1abat yang ditunjuk tidak memberikan 
epu san, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, 

~nghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap 
dikabulkan. 

10 
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BAB XVI .... 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali 
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 
ini tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan surat teguran, atau 
b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi beik langsung maupun tidak 

langsung. 

Pasal ll 

BAB XV 

KADALUW ARSA 

(6) Apabil~ pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilalcukan setelah 
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan pembayaran retribusi. 

(7) Apabila terdapat kelebihan pembayaran retribusi yang tidak diketahui oleh 
wajib retribusi maka W alikota atau Pejabat yang ditunjuk akan memberitahu 
kepada wajib retribusi. 

(2) Wol1ko)fftb oltat1 P~jahat ya11g d1tunjuk dalem jangka waktu paling Jama 6 
( ensm u an ~ k ditci · k I bihan ba b 111180) a pe1n1oho11an pengembalian e e 
pem bey~kran kretn usr sebagnimana dunaksud pada ayat ( 1) Pasal ini harus mom n an eputusan. 

(3) A:P&bila j~ngka wakm sebagaimana dimaksud oada ayat (2) Pasal ini telah 
dilampaui dan w a.Ii'• +A idal • ,,- h nfl 

· "0L4 u m.. mernberikan keputusan, permo onan 
penge~balt~n peinbayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
harus diterbitkan dalarn jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib re~b~si mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihea 
pembaynrru~ retribusl sebagai1nana dimaksud pada ayat (1) Pasal ~ 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi 
terse but. 

(6) P~ngembalian IX:•nbayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dilakukan dalam Jangka waktu paling lama 2 ( dua) buJan sejak diterbitkaonya 
SKRDLB. 

PENGEMB I I ., A 

IV 

J1:1~r.:01r1 RI! RIB I 

BAB 

11 

pem bayo.ran 
P al 20 

(l) Wajib Retribu i dopat m r,gaj k 
Retribusi kopadn \\ nltk(lta u an permoho11a.n kelebihan 

,.. 
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l. Melakukan .... 

Pasa} 23 
(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dili ku p · tab Daerah iberi kh mg ngan emenn 

~1 w~wenan~ . usus sebagai penyidik untuk: melakukan penyidikan 
tmdak p~a di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
undang omor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
• 

a. menenma, mencari, mengumpulkan clan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 

b. m~neli~i, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pnbadt atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ~ 

c. Meminta keterangan dan bahan bulcti dari orang pribadi atau badan 
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan clan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ; 

e. Melakukan penggeledahan untuk: mendapatkan bahan buk:ti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bulcti tersebut ; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaoaao tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ; 

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ni~ng~ a!-911 
tempat pada saat pemeriksaan se~ang ber!angsung dan memeriksa identitas 
orang dan atau dokumen sebagaunana dimaksud pada huruf e ; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi ; 
k, Menghentikan penyidikan ; 

BAB xvn 
PENYIDIKAN 

BAB XVI 

KETENTlJAN PIDANA 

iib R trib . Pasai 22 WaJ1 . e usi Yang tid k . 
(1) Jllerugikan keuangan daeraJi d: melalcsanaJcan kewajibannya sehingga 

bulan atau denda paling banyaJc ~earn p1dana. ~urungan palin~ lama 6 ( enaro) 
. dak Pidan . (empat) kali rumleh retribusi yang terutang. 

Z) Tin • a sebagaunan di . . ah ( pelanggaran. a unaksud ayat (I) Pasal uu adal 

r 
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H o ARNO MSc Dr HC . r Madya 

. 5 O 032 655 

LEMBARAN DAE.RAH KOTA MAGB.ANG 
TAHUN 2002 NOtAOR 20 
SERI C No 3 

AMAGELANG 

H. F AHRIY ANTO (uwjangkan ci t.tagetang 
2002 pada tanggal 12 Agustus 

SEKRETARJS D,r" .... >~ 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 1 Agustus 2002 

WALIKOTA MAGELANG 

Daerah ini mulai berlaku p-:da ta11ggal diundangkao. Pe1at111an 

h odaogan • Aa ...... + etah ' memerintah D pengu Am,r supaya sebap orang_.. meng umya, Lembaran Daerah Kata 
nt!,'- n..wL ini dengan penCwptl80!1y& dalam Pera tu ran ~ an 
Magelang. 

ketentuan yang beriakunya Peratwan Da.erah ini, meka semua . 
I)engantangan dengan Perati•ran Da.erah ini dirryatakan tidak berlaku lagi, t,e1ten 

P•nl 25 

• geom a!-bal yang belum diatur dalam Pershuan Dserah ini, ~njang men 
fl · pelskseossonya diatur lebib lanjut dengan Kepumsan Wshlrota. tek:nJS 

Pant 24 

pen)idik sebegaimana diniahud Plda I ll) Pasal ini memberitahulam 
(3) (Ulllulainya penyidikan clan menya,nPllUll basil penyidikannya kepada 

v ... cn. • d u dang-undaog penuntut urnum, sesuai engan ketcnb1an yang diatur dalam D 

}-lornot 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara P.dana 

idikan tindak kelancaran pen Y1 IA.l1 ng 
m yang dapat dipertanggtl 

J. Melalru~ ~lean 18:in Yang l>Crlu llll1ll 
ptdana t I g retribusi menurut u JA wabkan. 

l.J 
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II. PENJELASAN PASAL . 

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur tentang 
pungutan Retri busi Surat Izin Usaha Jasa Konsn uksi di Kota Magelang yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan dan 
arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah, 

~rdasarkan Utidang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemenntahan Daerah, bah\\'a penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih 
rnengutamal-an pelaksanaan azas Desentralisasi untuk itu perlu 
menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang 
luas '. nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang 
diwl1Judkao dengan pengan1ran pcmbagian dan pemanfaatan sumber daya 
nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Pajak clan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerab, agar 
daerah dapat melaksanaksn otonominya yaitu mampu mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut 
diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan 
masyarakat. 

PENJELASAN UMUM 

PERATlJRA D 
RAii KOT MAGELANG 

NOMOR 9TAHUN 2002 

T TANG 

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 
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: Cukup jelas. J>a-1 2 s/d 26 

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang 
dipergunakan dalam Peraturan Deersh ini. 
~ngan odanya pengertian istilah terSCbut 
dtm~ksudkan untuk rnencegah timbulnya saJ~ 
tafs1r dan salah pengertian dalam meinahaOll 
dan melaksanakan pasal-pasal yang bersanglcutan 
sehingga baik warga masyarak.at maupun 
aparatur dalarn menjalankan hak dan 
kewaj1ba11 dapat berjalan dengan lancer dan 
dapat dicapai tertib administrasi pemungutao 
Retribusi Daerah. 

p-11 

gNJ£LASAN PASAL DEMI PA AL 
ff· I' 

,, 
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